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Abstract 

This research aimed: first, to analyze the Indonesian Legistative Assembly performance at 

0XQLFLSDO� OHYHO� 3DOX� &LW\¶V� in making provincial regulation (case study of provincial regarding 

local taxes). Second, to know the factors influenced the Indonesian Legistative Assembly 

SHUIRUPDQFH� DW� 0XQLFLSDO� OHYHO� 3DOX� &LW\¶V� LQ� PDNLQJ provincial regulation (case study of 

provincial regarding local taxes). The research method used was descriptive qualitative, 

population of this research was all members os Special Committtee of the Indonesian Legistative 

$VVHPEO\�SHUIRUPDQFH�DW�0XQLFLSDO�OHYHO�3DOX�&LW\¶V, executives of NGO were 37 persons with the 

sample were 13 respondents determined by using sampling, the collected data was analyzed 

qualitatively by describing in systematically and analytically concerning the individual 

characteristics, facts, condition, or group. The research result sjowed the obtained scores of thr 

four indicators of this research were catagorized good. While the supporting factors for the 

the ,QGRQHVLDQ� /HJLVWDWLYH� $VVHPEO\� SHUIRUPDQFH� DW� 0XQLFLSDO� OHYHO� 3DOX� &LW\¶V were first, the 

willingness of members of special committee in communication involvement with related parties 

towards their duties, second, the members of special committee attitude and behavior, and third, the 

members of special committee  seriousness in doing their duties. While the restricting factors were 

first, the members of special committee dicipline in doing their duties, second, lack of the members 

of special committee DELOLW\�LQ�XQGHUVWDQGLQJ�OHDGHU¶V�LQVWUXFWLRQV�� WKLUG�� OLPLWHG�FDSDELOLW\�RI� WKH�

members of special committee in using the available aquipments. 
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Salah satu perubahan yang merupakan 

hasil dari gerakan menentang orde baru ada-

lah perubahan terhadap sistem pemerintahan 

daerah, sistem pemerintahan daerah pasca re-

formasi mengalami babak baru yang lebih 

memberikan harapan bagi terwujudnya kea-

dilan dan pemerataan bagi masyarakat.  De-

ngan diberlakukannya Undang-Undang No. 

22 dan 25 tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Perimbangan Keuangan antara  

Pusat dan Daerah yang telah diganti dengan 

Undang-Undang No. 32 dan 33 tahun 2004.  

Undang-Undang tersebut telah melim-

pahkan kekuasaan baik secara politik maupun 

secara administratif kepada daerah untuk 

menyelenggaran kewenangan sesuai dengan 

prakarsa dan inisiatif masyarakat didaerah 

selain 6 (enam) kewenangan yang masih men-

jadi kewenangan pemerintah pusat antara lain 

politik luar negeri,  moneter dan fiskal nasio-

nal, agama, pertahanan, keamanan,  dan yudi-

sial. Pelimpahan kewenangan itulah yang kita 

QDPDNDQ�GHQJDQ�³RWRQRPL�GDHUDK´��3HOLPSD-

han itu secara otomatis juga memindahkan 

fokus politik ke daerah karena pusat kekuasa-

an tidak hanya dimonopoli oleh pemerintah 

pusat seperti di era sentralisasi namun telah 

terdistribusi ke daerah. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Palu, sebagai mitra pemerintah daerah dalam 

melaksanakan pembangunan sudah selayak-

nya DPRD Kota Palu harus memiliki kinerja 

yang baik dalam melaksanakan tugasnya sa-

lah satunya yakni membuat peraturan daerah.  
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Namun dalam prosesnya dinilai masih kurang 

berkinerja. 

Pada obeservasi awal ditemukan feno-

mena dimana kinerja para anggota DPRD 

khususnya anggota Panitia Khusus Pemba- 

hasan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah 

terkesan masih rendah. Hal ini nampak dari  

ualitas kerja para anggota dimana masih ku-

rangnya pemahaman dan penguasaan tugas 

dari para anggota itu sendiri, masih minimnya 

instruksi-instruksi dalam pelaksanaan tugas, 

dinilai kurangnya kemampuan anggota Pan-

sus DPRD dalam menentukan dan memecah-

kan masalah, serta masih kurangnnya keteli-

tian dalam melaksanakan tugas dan efesiensi 

waktu, tenaga dan biaya dalam melaksanakan 

tugas. Disamping itu masih minimnya keta-

atan anggota Pansus terhadap ketentuan dan 

kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dan 

kurangnya inisiatif, sikap terhadap tugas yang 

diembannya, serta masih belum terdapat ang-

gota DPRD yang mengandalkan kemampuan 

dalam bekerja sendiri. Selain yang tersebut 

diatas masih ada beberapa permasalahan se-

perti masih kurangnya rasa tanggung jawab 

dalam pelaksanaan tugas, dan belum ada si-

kap kepemimpinan serta kecakapan dalam 

menggunakan peralatan kerja. 

Permasalahan yang juga mengemuka 

pada saat obeservasi awal yakni kuantitas ker-

ja dengan kata lain adalah Kemampuan bebe-

rapa anggota Pansus DPRD Kota Palu dalam 

menyelesaikan seluruh pekerjaan yang ditu-

gaskan, serta masih kurangnya kemampuan 

untuk dapat menyelesaikan pekerjaan mele-

bihi dari apa yang ditugaskan. Kemudian ada-

lah permasalahan tepat waktu kerja, dimana 

para anggota DPRD terkesan masih menga-

baikan ketepatan waktu dalam menyelesaikan 

pekerjaan; ketepatan waktu dalam kehadiran; 

ketepatan waktu dalam istirahat dan pulang 

kantor; tingkat kehadiran (absensi dalam pe-

kerjaan).  

Selanjutnya permasalahan kerja Sama 

dari para anggota DPRD Kota Palu itu sen-

diri, dimana masih minimnya kemampuan 

bekerja sama dengan anggota pansus lainnya 

di luar kelompok kerja; serta minimya ke-

mampuan menjalin komunikasi dengan atasan 

dan  kemampuan atasan memberikan bimbi-

ngan dan penjelasan kepada anggota. 

 

METODE 

 

Jenis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan 

menggambarkan secara sistematis dan analitif 

tentang sifat-sifat suatu individu, gejala, kea-

daan atau kelompok tertentu atau untuk me-

nentukan penyebaran suatu gejala adanya hu-

bungan tertentu antara suatu gejala dan gejala 

lainnya dalam masyarakat, dalam penelitian 

ini yaitu pelaksanaan rapat Panitia Khusus 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang pajak 

Daerah. 

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu 

khususnya pada Panitia Khusus Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang pajak Daerah, de-

ngan alasan bahwa Sekretariat DPRD Kota 

Palu menjadi tempat pembahasan Raperda 

tersebut. 

Populasi dalam penelitian yakni anggota 

pansus DPRD Kota Palu, LSM pihak ekseku-

tif yang berjumlah 37 orang, sedangkan untuk 

sampel yang diambil sebanyak 13 sampel 

yang terdiri dari Ketua DPRD Kota Palu 1 

orang, anggota pansus 5 orang, DPPKAD Ko-

ta Palu 3 orang, Bagian Hukum Sekda Kota 

Palu 2 orang, dan Lembaga Swadaya Masya-

rakat 2 orang. 

Jenis dan sumber data dalam penelitian 

ini terdapat dua jenis sumber data yakni data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah 

data yang diperoleh peneliti dari hasil sebaran 

kuesioner dan wawancara langsung dengan 

informan dan responden. Dan untuk data 

sekunder adalah data yang diperoleh peneliti 

dari hasil penelitian berupa dokumen, jurnal, 

artikel dan hasil unduhan catatan, transkip, 

buku, suratkabar, majalah, prasasti, notulen, 

rapat, legger, agenda yang memiliki relevansi 

dengan penelitian ini. 
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Teknik pengambilan dan pengumpulan 

data dalam penelitian adalah: observasi, wa-

wancara, dan dokumentasi, sedangkan teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah menelaah data, membagi nya men-

jadi satuan-satuan yang dapat dikelola, men-

sintetiskannya, mencari pola menemukan apa 

yang penting dan apa yang akan dipelajari 

dan memutuskan apa yang  akan dilaporkan, 

selanjutnya data yang diperoleh dilapangan 

disajikan dalam bentuk narasi. Hasil dari 

penngumpulan data direduksi, dirangkum se-

hingga menemukan tema-tema pokok yang 

relevan dengan penelitian. Reduksi data dan 

penyajian data adalah dua komponen analisis 

yang dilakukan bersamaan dengan proses 

pengumpulan data, dilanjutkan dengan me-

ngambil kesimpulan. Analisis data kualitatif 

melalui 4 tahap: A. editing data: mengedit 

dan menyempurnakan data baik hasil obser-

vasi dan wawancara. B. Pengelompokan data 

sesuai masalah yang diteliti. C. Menafsirkan 

makna data, baik pada waktu wawancara, 

maupun pada proses penulisan laporan pene-

litian. D. Merumuskan kesimpulan penelitian 

dan saran-saran pemecahan masalah rendah-

nya kinerja DPRD Kota Palu. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kinerja DPRD Kota Palu dalam Membuat 

perturan Daerah tentang Pajak Daerah 

Kinerja merupakan suatu hasil kerja 

yang dicapai oleh seseorang atau kelompok 

orang dalam organisasi, sesuai dengan wewe-

nang dan tanggung jawab masing-masing, da-

lam rangka mencapai tujuan organisasi ber-

sangkutan secara legal, tidak melanggar hu-

kum dan sesuai dengan moral dan etika. Peni-

laian kinerja merupakan suatu kegiatan yang 

sangat penting karena dapat digunakan seba-

gai ukuran keberhasilan suatu organisasi da-

lam mencapai misinya. 

Dalam konteks ini, DPRD yang nota 

bene adalah wakil rakyat memiliki fungsi per-

wakilan, akan tetapi bentuk keterwakilan yang 

dimiliki oleh anggota legislatif lokal ini be-

lum mencerminkan keterwakilan rakyat kepa-

da mereka, mengingat proses perwakilan me-

reka di lembaga legislatif masih tergantung 

pada partai dan pengangkatan, sehingga tugas 

pertanggungjawaban mereka juga menjadi 

kepada partai ataupun lembaga yang menga-

ngkatnya bukan kepada masyarakat yang 

memilihnya/konstituen. Hal inilah yang me-

nyulitkan untuk menilai kinerja Lembaga le-

gislatif secara keseluruhan, sehingga pada ak-

hirnya pengukuran kinerja tersebut hanya di-

lihat dari seberapa banyak atau besar hak, 

tugas dan wewenang yang telah dilaksanakan 

secara kelembagaan, berdasarkan hak, tugas 

dan wewenang yang dimiliki lembaga itu. 

Pengukuran kinerja secara kelembagaan 

bisa saja dilihat secara nyata dari pelaksanaan 

atas hak, tugas dan wewenang, namun tidak-

lah semudah itu dilakukan, karena masing-

masing anggota dewan juga memiliki fungsi 

dan tugas yang hakiki sebagai wakil rakyat 

yang tidak dapat diukur secara kasat mata. 

Kajian tentang kinerja lembaga legislatif dae-

rah kaitannya dengan peran yang diembannya 

memiliki nilai yang strategis, sehingga infor-

masi tentang kinerja lembaga ini menjadi pen-

ting untuk diketahui. Untuk melakukan peni-

laian terhadap kinerja suatu organisasi, maka 

diperlukan indikator, baik yang bersifat kuan-

titatif maupun kualitatif. Pada tataran ini, 

indikator menggambarkan tingkat pencapaian 

sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, 

baik dalam konteks perencanaan (ex-ante), 

pelaksanaan (on-going) maupun setelah ke-

giatan selesai (ex-post). Sehubungan dengan 

hal tersebut, maka indikator yang digunakan 

dalam penelitian terhadap kinerja DPRD Kota 

Palu berpedoman pada pelaksanaan hak, tugas 

dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga 

ini yakni fungsi perwakilan, fungsi legislasi, 

fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Na-

mun pada penelitian ini lebih menekankan 

fungsi legislasi yakni pembuatan peraturan 

daerah tentang pajak daerah yang dilihat dari 

empat indikator yaitu Kualitas kerja, Kuan-

titas Kerja, Tepat Waktu Kerja dan Kerja sa-

ma. 
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Kualitas Kerja 
Penilaian kinerja DPRD terkait dengan 

pelaksanaan fungsi legislasi yang dimiliki 

oleh Dewan yaitu berupa pembuatan produk-

produk hukum baik berupa keputusan maupun 

peraturan daerah. Melalui pembuatan peratu-

ran daerah ini, berarti DPRD telah menun-

jukkan warna dan karakter serta kualitasnya, 

baik secara materiil maupun secara fungsio-

nal.  

Beberapa faktor obyektif yang menjadi 

penyebab mengapa DPRD belum pernah 

mengajukan usulan Rancangan Perda sebagai 

perwujudan hak inisiatifnya antara lain bahwa 

eksekutif selaku pemegang kekuasaan peme-

rintahan lebih mengetahui berbagai hal me-

nyangkut penyelenggaraan pemerintahan, ek-

sekutif dilengkapi dengan aparat yang leng-

kap, tata tertib DPRD sendiri menetapkan 

prosedur yang sangat sulit. Kualitas para ang-

gota juga merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi tingkat produktivitas DPRD 

dalam melaksanakan wewenang, tugas dan 

hak-haknya. Kualitas anggota DPRD terutama 

harus diukur dari segi kemampuannya untuk 

mengerti rakyat, mengerti aspirasinya dan me-

ngerti masalah dan kepentingan yang diha-

dapinya. Dalam kualitas kerja DPRD Kota 

Palu terlihat bahwa pemahaman dan pengua-

saan tugas yang dimiliki anggota Pansus Ran-

perda tentang Pajak Daerah tergolong rendah. 

Alasannya karena pengetahuan yang dimiliki 

oleh rata-rata anggota pansus adalah penge-

tahuan politik yang masih bersifat umum, 

sementara pengetahuan tentang pajak daerah 

adalah pengetahuan tehnis yang tidak dikuasai 

semua oleh anggota dewan terutama oleh ang-

gota pansus raperda pajak daerah. Penge-

tahuan tentang pajak daerah  itu antara lain 

terkait dengan perbedaan antara pajak dan ret-

ribusi daerah, dasar hukum pajak atau retri-

busi daerah , jenis pajak dan objek pajak, tarif 

pajak, tata cara pemungutan pajak dan tata-

cara penghapusan piutang pajak yang kadalu-

warsa, termasuk pengetahuan umum perpaja-

kan yang meliputi NPWP (Nomor Pokok Wa-

jib Pajak), Surat Pemberitahuan (SPT), Surat 

Setoran Pajak (SSP), Surat Ketetapan Pajak, 

baik Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

(SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Ba-

yar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan 

Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan 

Pajak Nihil (SKPN), Surat Tagihan Pajak 

(STP). 

Kuantitas Kerja 
Untuk indikator ini peneliti tidak mem-

berikan perhatian yang mendalam dikarena-

kan penelitian telah terfokus pada 1 peraturan 

daerah yakni perda tentang pajak daerah, 

sehingga tidak membahas kuantitas atau jum-

lah peraturan daerah yang telah dihasilkan 

DPRD kota Palu. 

Tepat Waktu Kerja 
Ketepatan waktu dalam menyelesaikan 

pekerjaan oleh anggota pansus termasuk baik, 

karena hal itu telah menjadi komitmen dan 

merupakan perwujudan dari disiplin yang 

diperlihatkan oleh anggota pansus. Disamping 

itu juga proses pembuatan ranperda tentang 

pajak daerah juga selesai sesuai dengan waktu 

yang ditentukan. 

Terkait dengan ketepatan waktu dalam 

penyelesaian pekerjaan, termasuk juga di 

dalamnya adalah ketepatan waktu dalam 

kehadiran; ketepatan waktu dalam istirahat 

dan pulang kantor, dan hal tersebut termasuk 

baik yang diperlihatkan oleh anggota pansus 

ranperda pajak daerah pada saat melakukan 

pembahasan ranperda tersebut. 

Tingkat kehadiran atau sistem absensi 

dalam pekerjaan Pansus DPRD tentang Pajak 

Daerah termasuk baik, karena absensi dibuat 

secara ketat dimana setiap anggota pansus 

yang menghadiri setiap pertemuan atau pem-

[bahasan terkait dengan rancangan peraturan 

daerah tentang pajak daerah harus membu-

buhkan tanda-tangan. 

Kerja sama 
Kemampuan anggota Pansus bekerja sa-

ma baik di dalam maupun dengan pihak lain 

di luar kelompok kerja termasuk baik, karena 

tanpa kerjasama yang baik, tidak mungkin 

pansus dapat melaksanakan tugasnya dengan 

baik, selain tentu saja hal itu menjadi syarat 
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mutlak dalam penyelesaian tugas untuk meng-

hasilkan sebuah rancangan peraturan daerah 

tentang pajak daerah. 

Kemampuan anggota Pansus menjalin 

komunikasi dengan pimpinannya juga ter-

masuk baik. Komunikasi ini terlihat dibangun 

dalam setiap proses pertemuan atau pemba-

hasan yang dilakukan oleh pansus. Komu-

nikasi juga dibangun atau dilakukan diluar 

agenda resmi pansus karena hampir setiap 

saat interaksi dan pertemuan antara pimpinan 

dan anggota pansus terjadi karena baik pim-

pinan maupun anggota pansus sama-sama 

merupakan anggota DPRD yang berkantor 

ditempat yang sama. 

 

KESIMPULAN 

 

1. DPRD Kota Palu hingga saat ini belum 

menunjukkan suatu kinerja yang cukup 

optimal dan cukup berkualitas, dengan 

kata lain kinerja yang dihasilkan masih 

rendah karena masih dalam penilaian cu-

kup sehingga penilaian tersebut masih 

perlu ditingkatkan menjadi sangat.  

2. Dari pelaksanaan fungsi legislasi, terlihat 

produk hukum yang dihasilkan  DPRD 

Kota Palu Tengah periode 2009-2014 ma-

sih merupakan hasil rancangan (inisiatif) 

dari pihak eksekutif. DPRD hanya mela-

kukan pembahasan dan memberikan per-

setujuan untuk diberlakukan. 

3. Faktor yang mempengaruhi belum opti-

malnya kinerja DPRD Kota Palu dalam 

pembuatan ranperda tersebut adalah faktor 

pengalaman serta faktor data/informasi 

yang dimiliki DPRD Kota Palu yang ter-

kesan masih rendah. Disamping itu juga 

disebabkan faktor rendahnya pengalaman 

yang dimiliki anggota DPRD Kota Palu 

dapat dilihat dari sedikitnya anggota 

dewan yang berpengalaman di lembaga 

legislatif serta masih banyaknya anggota 

Dewan yang belum lama berkecimpung 

dalam dunia politik (pengalaman politik-

nya masih rendah). Sedangkan faktor ren-

dahnya data/informasi ini terlihat dari 

belum berkualitasnya data/informasi yang 

ada, rendahnya validitas data/ informasi 

serta belum dimanfaatkannya data/infor-

masi yang ada secara optimal dalam pe-

ngambilan suatu keputusan. 

4. Dalam konteks kinerja DPRD Kota Palu, 

ditemukan bahwa ternyata tingkat pendi-

dikan memiliki pengaruh yang relatif be-

sar terhadap kinerja dewan. Hal ini terlihat 

dari kualitas pendidikan yang dimiliki 

anggota DPRD secara keseluruhan sudah 

baik. Dimana dari 30 orang anggota 

DPRD Kota Palu, 70% diantaranya hanya 

berpendidikan SLTA keatas. Oleh karena 

itu disimpulkan bahwa tingkat pendidikan 

anggota dewan memang berpengaruh ter-

hadap pelaksanaan tugasnya, tetapi bukan 

segala-galanya, karena anggota dewan 

yang memiliki tingkat intelektual yang re-

latif rendah tidak bisa mengerti, memah-

mi tugas dan fungsinya yang dipercayakan 

masyarakat, oleh karena itu, untuk me-

ningkatkan kinerja DPRD, masalahnya 

bukan semata-mata pada tingkat pendidi-

kan para anggotanya, tetapi terutama pada 

tingkat pemahamannya kepada rakyat 

(terhadap aspirasinya, kebutuhannya dan 

masalahnya), tingkat keberanian untuk 

memperjuangkannya secara proporsional 

serta memperoleh kepercayaan masyara-

kat. 
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